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ABSTRAK 

Nama              : Mutia Ellena Wasisto 

NPM   : 2014310032 

Jurursan/ Prodi : Ilmu Administrasi Publik 

Judul : Aspek Penentu Layanan Berbasis Nilai Publik Pelayanan e-KTP pada 

Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 

 

Pelayanan e-KTP merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi hak 

seluruh Warga Negara Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas layanan e-KTP, 

Pemerintah Kota Bekasi meluncurkan Mal Pelayanan Publik. Sistem ini 

menggantikan sistem pelayanan sebelumnya yaitu sistem pelayanan langsung 

melalui Disdukcapil Kota Bekasi. Penelitian ini diarahkan untuk membandingkan 

public value pelayanan e-KTP antara sistem pelayanan Disdukcapil dan Mal 

Pelayanan Publik Kota Bekasi. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah public service value 

yang terdiri dari dua dimensi yaitu outcome dan cost-effectiveness. Menurut 

model ini, perbandingan linier antara outcome dan cost-effectiveness 

menggambarkan public service value dari sebuah pelayanan publik. Metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam bersama penyedia dan 

pengguna layanan serta studi dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan e-KTP melalui 

Mal Pelayanan Publik memiliki public service value yang lebih baik dibandingkan 

sistem pelayanan e-KTP melalui Disdukcapil Kota Bekasi. Melalui analisis 

dimensi outcome diketahui bahwa mission dan core functions and capabilities 

pelayanan Mal Pelayanan Publik lebih baik dibandingkan Disdukcapil Kota 

Bekasi. Berdasarkan analisis pada dimensi cost-effectiveness, pelayanan yang 

diberikan Mal Pelayanan Publik menghasilkan keluaran yang lebih efektif dan 

efisien dibandingkan pelayanan yang diberikan Disdukcapil Kota Bekasi. 

Kata Kunci: Mal Pelayanan Publik, e-KTP, Public Service Value 
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ABSTRACT 

Name  : Mutia Ellena Wasisto 

NPM   : 2014310032 

Major  : Public Administration 

Title : The Defining Factors of Public Value-Based Services between in Mall 

Pelayanan Public Bekasi City 

  

 The e-KTP service is one of the basic services that is the right of all Indonesian 

citizens. To improve the quality of e-KTP services, Bekasi City Government launches a 

Public Service Mall. This system replaces the previous service system, namely the direct 

service system through Disdukcapil in Bekasi. This research is directed to compare the 

public value of e-KTP services between the Disdukcapil service system and Public 

Service Mall in Bekasi. 

 The model used in this study is public service value which consists of two 

dimensions, namely outcome and cost-effectiveness. According to this model, a linear 

comparison between outcome and cost-effectiveness describes the public service value of 

a public service. The qualitative research method with the case study approach is the 

method used in this research. In-depth interviews with providers and service users as well 

as documentation studies are the data collection techniques used in this research. 

 The results of this study indicate that the e-KTP service system through the 

Public Service Mall has a better public service value compared to the e-KTP service 

system through Disdukcapil Bekasi. Through the analysis of outcome dimension it is 

known that the mission and core functions and capabilities of Public Service Mall 

services are better than Disdukcapil Bekasi. Based on the analysis on the dimension of 

cost-effectiveness, the services provided by Public Service Malls produce outputs that are 

more effective and efficient than the services provided by Disdukcapil Bekasi. 

Keywords: Public Service Mall, e-KTP, Public Service Value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan terhadap masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam 

penyelenggaraan administrasi publik. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan 

salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan suatu bentuk pemerintahan. 

Pelayanan publik dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam menjalankan 

tanggung jawabnya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Semakin baik kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, maka 

semakin besar juga rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.1 

Pada era kepemimpinan Presiden RI ke-6, telah dirilis UU Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yaitu memberikan 

batasan serta hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan 

kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menciptakan 

pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, 

terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam pelayanan publik.2 

Pada Pasal 1 ayat (1), pengertian tentang pelayanan publik yaitu 

 
1 Hayat. 2017. Buku: Manajemen Pelayanan Publik 
2 Pentingnya Standar Pelayanan Publik, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-
standar-pelayanan-publik diakses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 12.21 WIB 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik


2 
 

“rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.3 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui kegiatan pelayanan 

publik telah diatur berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan 

tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan 

masyarakat.4 

Penyelenggaraan pelayanan publik dirancang untuk memberikan kejelasan 

hukum antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Hal Ini 

merupakan suatu hal penting karena dengan adanya pelayanan publik yang 

senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan memiliki berbagai tujuan serta 

kepentingan dalam memberikan akses informasi sehingga masyarakat dapat 

menjangkau pelayanan yang mengarah kepada kesejahteraan. 

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sendiri masih mengalami 

berbagai permasalahan dan cenderung lambat. Buruknya pelayanan ini disebabkan 

oleh banyak faktor, seperti pelayanan publik yang kurang menjangkau masyarakat 

sekitar karena lokasi yang kurang strategis, birokrasi yang cenderung rumit, 

kapasitas pemberian pelayanan yang terbatas dikarenakan ruangan pelayanan 

publik yang kurang memadai. Lambatnya pelayanan publik tersebut 

meningkatkan tuntutan masyarakat agar pelayanan yang diberikan memenuhi 

standar mutu pelayanan. 

 
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 
4 Pentingnya Standar Pelayanan Publik https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-
standar-pelayanan-publik diakses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 12.35 WIB 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik
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Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu bentuk tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan untuk mendorong proses reformasi birokrasi yang 

memadai sehingga badan-badan atau lembaga-lembaga pelayanan publik mampu 

menyediakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas 

penyelenggaraan pelayanan publik.5 

Pelayanan yang berkualitas mampu menciptakan nilai publik yang baik. 

Oleh sebab itu, dalam menciptakan nilai publik merupakan inti utama organisasi 

sektor publik dalam pengelolaan pelayanan publik.6 Penciptaan nilai publik ini 

pada awalnya digagas oleh Mark Moore (1995) dalam bukunya berjudul 

‘Creating Public Value’. Nilai Publik sendiri merupakan teori dalam manajemen 

publik yang dikemukakan oleh Profesor Mark Moore dari Harvard Kennedy 

School of Government. Paradigma baru ini membuat pemerintah sebagai manajer 

publik untuk lebih terlibat dengan dan berfokus pada masyarakat dalam proses 

musyawarah guna membentuk preferensi masyarakat akan perihal penting dan apa 

yang harus dihasilkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Setelah istilah nilai publik dicetuskan oleh Moore, banyak diskusi yang 

dilakukan oleh akademisi, manager publik dan politisi untuk mendefinisikan apa 

itu nilai publik. Salah satu alasan mengapa terjadi perdebatan adalah karena 

kompleksitas istilah nilai publik itu sendiri. Mengapa nilai publik itu dikatakan 

 
5 Bab II, Asas Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
6 Suatu Tinjauan atas Konsep Penciptaan Nilai Publik (Public Value Creation) sebagai Paradigma 
Baru dalam Pelayanan Publik, 
http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=2 diakses pada 
tanggal 23 November 2019 Pukul 13.34 WIB 

http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=2
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kompleks karena menimbulkan beragam perspektif yang berbeda, menimbulkan 

perdebatan dan bagaimana cara menciptakan nilai publik. Salah satunya adalah 

perspektif dari Martin Cole dan Greg Parston (2006) dalam bukunya, “Unlocking 

Public Value: A New Model for Archieving High Performance in Public Service 

Organizations”. Menurut Cole dan Parston, nilai publik mengacu pada nilai yang 

diciptakan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan, layanan, dan 

tindakan lainnya. Dalam masyarakat demokratis, nilai ini didefinisikan oleh 

publik itu sendiri. Nilai ditentukan oleh preferensi masyarakat yang dinyatakan 

dalam berbagai cara dan karenanya memberikan landasan untuk mengukur 

lembaga-lembaga publik dan kebijakan pemerintah.7 

Cole dan Parston berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah-

masalah publik yang ada, masyarakat diposisikan sebagai shareholders dan 

menempatkan masyarakat sebagai pusat dari tujuan dalam upaya untuk 

menyediakan dan meningkatkan pelayanan publik serta menyatakan bahwa nilai 

publik hanya dapat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang dapat memberikan nilai publik, Cole 

dan Parston menawarkan Model Public Service Value. Dalam model ini, 

mempertimbangkan dua aspek dalam menentukan nilai publik yaitu outcome dan 

cost-effectiveness. Sebuah outcome merupakan dampak dari hasil akhir proses 

pelayanan kebijakan yang tidak bisa disamakan dengan produk/keluaran akhir. 

Sedangkan, cost-effectiveness digambarkan untuk mengukur biaya yang 

 
7 Cole, M. dan Greg Parston. 2006. Unlocking Public Value: A New Model for Achieving High 
Performance in Public Service Organizations 
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dikeluarkan untuk menghasilkan pengembalian sosial atas uang pembayar pajak. 

Model Public Service Value mendefinisikan efektivitas biaya sebagai hasil yang 

telah dicapai suatu organisasi terhadap biaya yang dikeluarkan, atau rasio 

pencapaian yang dihasilkan dengan jumlah faktor produksi yang digunakan dalam 

memproduksi atau memberikan hasil. Pada dasarnya, efektivitas biaya mengukur 

pengembalian sosial atas investasi publik. 

Model Public Service Value mengadaptasi beberapa konsep inti dari 

analisis nilai pemegang saham sektor swasta untuk mengisi kebutuhan kritis di 

sektor publik dengan cara yang dapat didefinisikan, mengukur, dan meningkatkan 

kinerja. Salah satu cara untuk mencapai pelayanan publik yang dapat menciptakan 

nilai publik adalah melakukan suatu pengembangan inovasi dalam memberikan 

pelayanan. Inovasi dalam Model Public Service Value berguna bagi pemangku 

kepentingan publik dalam memberikan cara untuk mendefinisikan dan mengukur 

hasil serta menjawab “apa yang menentukan kinerja tinggi?”. Pentingnya inovasi 

juga untuk mendorong penciptaan nilai di sektor publik, mengidentifikasi dan 

mengukur hasil yang ada. 

Di Indonesia, model Public Servie Value atau nilai publik dapat diterapkan 

oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) dalam rangka 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu adanya penyelenggaraan 

Mal Pelayanan Publik (MPP). Berdirinya MPP merupakan implementasi 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 
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Pelayanan Publik (MPP).8 Penerapan model nilai publik di dalam MPP 

diharapkan mampu menjadi suatu inovasi yang bermanfaat bagi seluruh instansi 

pelayanan publik yang ada dalam satu lokasi. 

Inovasi dalam program MPP merupakan sarana yang menyelenggarakan 

pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang 

merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta 

pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, 

terjangkau, aman dan nyaman. 

MPP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 

keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; 

dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di 

Indonesia.9 Program MPP dijalankan dengan prinsip keselarasan, efektif, efisien,  

kerjasama, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.10 

Salah satu instansi yang tergabung dalam MPP yaitu Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dalam mengetahui capaian inovasi mekanisme 

pelayanan publik yang dapat menciptakan nilai publik, peneliti mengamati 

program yang diadakan oleh Kementerian PANRB dan penyelenggara dari MPP 

yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas, fungsi dan 

 
8 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, 
https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/709b091a5dc2cc0d10242f
05931458f1.pdf diakses pada tanggal 23 November 2019 Pukul 22.27 WIB. 
9 Pasal 2, Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik 
10 Ibid., Pasal 3 

https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/709b091a5dc2cc0d10242f05931458f1.pdf
https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/709b091a5dc2cc0d10242f05931458f1.pdf
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juga sebagai penghubung utama di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, dalam  hal ini adalah DPM-PTSP Kota Bekasi. 

Program inovasi MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-

perizinan yang menjadi wewenang DPM-PTSP. DPM-PTSP wajib melibatkan 

pelayanan yang berada di kementerian, lembaga, atau pun pemerintah daerah 

lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta, berdasarkan 

kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (MoU). Nota 

Kesepahaman sebagai halnya dimaksud ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja 

Sama para pihak dalam rangka menggunakan dan memanfaatkan sumber daya 

agar mekanisme pelayanan bisa berjalan secara maksimal. 

Peran DPM-PTSP juga diperluas sebagai motor penggerak terhadap MPP 

dalam pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil termasuk pengurusan e-KTP. 

Hal ini juga tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Salah satu 

peningkatan dalam kualitas layanan administrasi kependudukan yaitu: 

“Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) 

jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota.”11 

 
11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi 
Kependudukan. Pasal 3 ayat (2). 
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Selama ini, layanan pengurusan dokumen e-KTP di Kantor Disdukcapil 

Kota Bekasi dirasakan masyarakat kurang memuaskan dan belum sepenuhnya 

bisa menjalankan ketentuan Permendagri tersebut. Oleh karena itu dengan adanya 

inovasi program MPP dan didukung DPM-PTSP, diharapkan masyarakat dapat 

mengurus e-KTP dengan lebih praktis dan efisien. 

Dengan berkembangnya kebutuhan pelayanan yang cepat dan harapan 

masyarakat dalam mengakses pelayanan yang lebih sederhana, maka inovasi 

dalam program MPP dibangun demi memudahkan dan menyederhanakan 

mekanisme pelayanan untuk publik. Oleh sebab itu, Penulis memutuskan 

melakukan penelitian dengan menggunakan model nilai public guna mengetahui, 

mempelajari dan membandingkan program sebelum dan sesudah adanya MPP di 

Kota Bekasi, apakah dengan kehadiran program MPP ini dapat memberikan 

pelayanan e-KTP yang memadai serta menciptakan nilai publik yang lebih 

bermanfaat dan memberikan manfaat secara signifikan bagi terciptanya 

mekanisme pelayanan yang semakin baik dan mudah diakses oleh masyarakat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk mengetahui bagaimana program pelayanan e-KTP di MPP 

Disdukcapil dibawah naungan DPM-PTSP dapat menciptakan nilai publik, maka 

diperlukan teori yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan model dari Martin Cole dan Greg Parston 

(2006) dalam buku yang berjudul “Unlocking Public Value: A New Model for 

Archieving High Performance in Public Service Organizations”. Model ini 

dianggap sesuai dengan penelitian yang akan diteliti karena menyediakan hal-hal 
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yang diperlukan pelayanan publik yang dapat menciptakan nilai publik di MPP 

Disdukcapil Kota Bekasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis akan 

merumuskan masalah yang akan diteliti, diuji, dijawab, dan direkomendasikan. 

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah bagaimana perubahan aspek 

penentu layanan berbasis Nilai Publik antara Disdukcapil dan Mal Pelayanan 

Publik dalam Pelayanan e-KTP Kota Bekasi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui perubahan aspek penentu layanan berbasis 

Nilai Publik antara Disdukcapil dan Mal Pelayanan Publik dalam Pelayanan e-

KTP Kota Bekasi antara sistem pelayanan Disdukcapil dan Mal Pelayanan Publik 

di Kota Bekasi 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi kalangan 

akademisi sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah maupun literatur serta 

menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya. 

Hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan, kritik dan saran untuk 

mengetahui bagaimana dengan adanya program MPP dapat memberikan 

pelayanan yang memadai serta menciptakan nilai publik yang bermanfaat bagi 

pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kota Bekasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini membahas aspek penentu layanan berbasis nilai publik 

pelayanan e-KTP pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Dalam memudahkan 

penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

1. Bab I: Pendahuluan 

Bab I berisi Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

2. Bab II: Kajian Pustaka 

Dalam bab ini akan menjelaskan Pengertian Public Value dan Model Teori 

Public Service Value. 

3. Bab III: Metode Penelitian 

Dalam Bab III menjelaskan Jenis Penelitian, Peran Peneliti, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Analisa Data. 

4. Bab IV: Profil Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai Profil Objek Penelitian dan Struktur 

Organisasi. 

5. Bab V: Hasil dan Pembahasan 

Di dalam Bab V akan dijelaskan hasil dari temuan penelitian di lapangan dan 

pembahasan yang menjelaskan isi berdasarkan fakta di lapangan 

6. Bab VI: Kesimpulan dan Saran 
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Isi dari Bab VI akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

ditemukan serta memberikan saran yang relevan untuk pengembangan 

selanjutnya. 
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